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a.

1.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dimaksud, terdapat dinamika pembangunan yang
mendorong perlu dilakukannya penyesuaian pada target
proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan,
sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana
dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena
itu perlu dilakukan perubahan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S5 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 138);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
S Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);



21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menjadi:

a. pedoman dalam penyusunan perubahan RKPD
Tahun 2023;

b. pedoman dalam penyusunan kebijakan umum
perubahan anggaran, prioritas dan plafon anggaran
sementara, rencana perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa tengah
tahun anggaran 2023; dan

c. acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun
perubahan rencana kerja pemerintah daerah
kabupaten /kota tahun 2023.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan
Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan
pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah.

3. Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus dan huruf c diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 terdiri atas:

a. narasi RKPD Tahun 2023, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

b. Dihapus.



c. rencana program dan kegiatan perangkat daerah
provinsi jawa tengah tahun anggaran 2023,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ni dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 September 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 September 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Ditandslengani secans
of  wlekironix olah

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022
tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Rencana pembangunan daerah
Jawa Tengah tahun 2023 yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran tahap
kelima sekaligus sebagai tahun terakhir dari berlakunya RPJMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023. Sehingga upaya pencapaian target atas RPJMD Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 — 2023 menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 yang
ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 adalah "Perwujudan Masyarakat Jawa
Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari" Arah kebijakan pembangunan ini
dijabarkan dalam empat prioritas daerah yaitu 1) Pemantapan pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan
memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, 2)
Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, 3)
Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM
berdaya saing, serta 4) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.
Arah kebijakan dan prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 tersebut
telah dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 tidak terlepas dari pengaruh berbagai
dinamika baik global, nasional, maupun regional. Dampak berlangsungnya perang
antara Rusia - Ukraina dan perubahan iklim secara tidak langsung menjadi
ancaman resesi ekonomi yang terjadi pada beberapa negara. Munculnya kebijakan
fragmentasi global telah menciptakan disrupsi rantai pasok yang dapat
meningkatkan risiko krisis pangan, energi dan keuangan dunia, sehingga
mempengaruhi kondisi perekonomian nasional hingga daerah. Hal ini turut
mempengaruhi kondisi perekonomian dan jalannya pembangunan termasuk
pelaksanaan pembangunan Jawa Tengah secara tidak langsung. Selain itu,
berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain
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terkait regulasi tentang penetapan dana transfer juga mempengaruhi pada

kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023.

Memperhatikan kondisi dinamika tersebut serta dengan mendasarkan pada
hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023,
maka perlu dilakukan percepatan upaya yang lebih optimal agar hasil di akhir
tahun dapat dicapai. Penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran
diperlukan agar dapat lebih optimal dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan daerah tahun 2023. Untuk itu perlu dilakukan perubahan RKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai pedoman implementasi kebijakan
tersebut. Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 juga merupakan
bagian dari upaya mempertajam pencapaian target pembangunan yang ditetapkan
dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 — 2023.

Proses perubahan RKPD dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada pasal 343 ayat
(6) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi perubahan beberapa hal yaitu:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

2. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKU daerah, IKU PD, IKD,
IKP); dan/atau

3. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah
dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkannya
RKPD Tahun 2023 dan APBD Tahun 2023.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Jawa Tengah Tahun 2023
sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi yaitu:
(1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir
perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Untuk selanjutnya
Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2023.
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1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan perubahan RKPD Jawa Tengah Tahun 2023

adalah sebagai berikut:

1.

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 242);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provins! Jawa Tengah Tahun
2019 Nomor S Noreg Peraturan Daerah Provins! Jawa Tengah: (5-69/2019);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan
menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja
Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
(Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023 adalah wuntuk

melakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana

program/kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan

memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi secara global maupun

nasional.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023 adalah

untuk:

1.

Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun perubahan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;

Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
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Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda
Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika
Dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 meliputi sistematika sebagai

berikut:

BUKU I, yang berisi narasi dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; maksud dan
tujuan; serta sistematika perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Memuat hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan,
serta program tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2023; serta arah
kebijakan keuangan daerah yang disesuaikan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat rumusan target sasaran pembangunan daerah dan fokus
prioritas Tahun 2023 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan
kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang merupakan indikator program
pembangunan daerah.

BAB VII PENUTUP
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2023.

BUKU II, yang memuat Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Tahun 2023.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi hasil triwulan II tahun 2023 merupakan evaluasi terhadap RKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 pada tahun berjalan. Perubahan terhadap
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 mendasarkan pada hasil dari evaluasi
hasil kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Evaluasi
dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Program (IKP)
dengan membandingkan target RKPD dengan realisasi sampai dengan triwulan 2
Tahun 2023. Hasil dari evaluasi sampai dengan triwulan II ini yang akan menjadi
dasar dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023 dalam rangka percepatan
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023.

Secara umum, ada beberapa kondisi evaluasi capaian indikator kinerja
RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023. Kondisi tersebut antara
lain ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran
sampai dengan triwulan II terutama pada indikator kinerja yang sifatnya makro
dan hanya dapat diukur secara tahunan. Maka untuk indikator tersebut belum
dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2023. Berikut
dijabarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan
IT tahun 2023.

2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tahun 2023
Indikator Kinerja Tingkat Perangkat
No Satuan .. . Status Daerah
Utama Daerah Tarset Realisasi Capaian Koordinator
g s.d TW II s.d TW
II (%)

Persentase penurunan o Sekretariat

1 konflik SARA % 15,00 NA NA NA Daerah
Indeks Reformasi Sekretariat

2 Birokrasi Angka 80,00 NA NA NA Daerah
. 10,77 (Maret . Sekretariat

0 -

3 Angka Kemiskinan Yo 9,86-9,05 2023) 97,40 Daerah
.. 0,369 (Maret . Sekretariat

4 Indeks Gini Angka 0,34 2023) 92,14 Daerah
5 Tingkat Pengangguran % 5.48-4.80 5,24 (Feb 23) 104,58 . Sekretariat

Terbuka Daerah
. Sekretariat

6 | Pertumbuhan Ekonomi % 5,20-5,60 5,23 (YOY) 100,58

Daerah
7 | Inflasi % 3,0%1 2,86 (Juli23) | 104,90 . Sekretariat

Daerah
. Juta Sekretariat

8 | PDRB per kapita Rupiah 40,87 NA NA NA Daerah
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Tahun 2023
Indikator Kinerja Tingkat Perangkat
No Satuan .. . Status Daerah
Utama Daerah Target Realisasi Capaian Koordinator
g s.d TW II s.d TW
II (%)
9 | Indeks Williamson Angka 0,56 NA NA NA Sckretariat
Daerah
10 | Nilai Tukar Petani Angka 104,05 109,57 105,31 . Sekretariat
Daerah
Indeks Pembangunan Sekretariat
1 Manusia (IPM) Anglka 72,88 NA NA NA Daerah
Indeks Pembangunan Sekretariat
12 Gender (IPG) Angka 92,58 NA NA NA Daerah
Indeks Kualitas Sekretariat
13 | Lingkungan Hidup Angka 67,57 NA NA NA
Daerah
(IKLH)
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
. : Tercapai = 50% D :Akan Tercapai >25% - v :Perlu Upaya Keras NA : Data Belum
<=50% <=25% Tersedia

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, dari 13 (tiga belas) IKU Daerah yang
dapat dilakukan pengukuran sebanyak 5 indikator yaitu Indeks Gini, Tingkat
Pengagguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan PDRB Per Kapita. Dari
S indikator tersebut, tingkat ketercapaiannya sampai dengan triwulan II sudah
50%
menggambarkan kinerja pembangunan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023
cukup baik. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2023 kinerja pembangunan

melebih dari dibandingkan dengan target Tahun 2023. Kondisi ini

daerah Jawa Tengah semakin baik dan dapat tercapai seluruh target kinerja IKU
Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Untuk indikator lainnya masih belum dapat dilakukan perhitungan capaian
kinerjanya karena sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum dapat dihitung
realisasinya. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan realisasi dan tingkat
ketercapaiannya secara tahunan.

2.2, Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Capaian indikator kinerja daerah merupakan capaian indikator kinerja yang
ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaran pemerintahan daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang merupakan seluruh indikator
tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Tahun 2023 Perangkat
Aspek/Fokus/Bid Daerah
spe okus/Bidang .
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan lisasi glngl::at Status Per;anggl;l ng
Pembangunan Daerah Target Realisasi apalan awa
s.d TW II s.d TW
II (%)
A | Aspek Kesejahteraan
Masyarakat
1 | Angka Kemiskinan % 9,86-9,05 | 10,77 (Maret 97,40 . Sekretariat
2023) Daerah
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Tahun 2023 Perangkat
Aspek/Fokus/Bid Daerah
spe okus/Bidang .
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan lisasi ;I:‘lngl::at Status Per‘ljangg: ng
Pembangunan Daerah Target Realisasi apalan awal
s.d TW II s.d TW
II (%)
2 | Indeks Gini Angka 0,34 0,369 (Maret 92.14 . Sekretariat
2023) ’ Daerah
3 | Persentase penduduk miskin % 8,82-8,09 9,78 (Maret 95,91 . Sekretariat
perkotaan 2023) Daerah
4 | Persentase penduduk miskin % 10,96-10,05 | 11,87 (Maret 98,15 . Sekretariat
perdesaan 2023) Daerah
S5 Pengeluaran per kapita per Ribu 450,72 NA NA NA Sekretariat
bulan kelompok RT 20% Rupiah Daerah
berpenghasilan terendah
6 | Angka Partisipasi Sekolah Angka 61,75 NA NA NA Sekretariat
jenjang menengah kelompok Daerah
RT 20% berpenghasilan
terendah
7 Persentase kelompok RT 20% % 29,75 NA NA NA Sekretariat
berpenghasilan terendah Daerah
dengan keluhan kesehatan
8 Tingkat Pengangguran % 5,48-4,80 5,24 (Feb 104.58 . Sekretariat
Terbuka 23) ’ Daerah
9 Persentase tenaga kerja % 7,26 NA NA NA Sekretariat
kelompok RT 20% Daerah
berpenghasilan terendah yang
bekerja kurang dari 15 jam per
minggu
. o . .
10 | Pertumbuhan Ekonomi % 5,20-5,60 5,23 (YOY) 100,58 . Sekretariat
Daerah
11 | Inflasi % 30+1 2,86 (Juli . Sekretariat
23) 104,90 Daerah
12 | PDRB per kapita Juta 40,87 NA NA NA Sekretariat
Rupiah Daerah
13 | Indeks Williamson Angka 0,56 NA NA NA Sekretariat
Daerah
14 | Pertumbuhan sektor % 3,1 2,87 (YOY) 92,58 . Sekretariat
pertanian, kehutanan, dan Daerah
perikanan
15 | Pertumbuhan sektor industri % 5,65 3,83 (YOY) 67,79 . Sekretariat
pengolahan Daerah
16 | Pertumbuhan sektor % 5,9 6,33 (YOY) 107,29 . Sekretariat
perdagangan dan jasa Daerah
17 | Pertumbuhan kontribusi % 3,2 NA NA NA Sekretariat
pariwisata pada PAD Daerah
18 | Pertumbuhan nilai % 9,00-10,00 NA NA NA Sekretariat
penanaman modal Daerah
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Tahun 2023 Perangkat
Aspek/Fokus/Bid Daerah
spe okus/Bidang .
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan lisasi ;I:‘lngl::at Status Per‘ljangg: ng
Pembangunan Daerah Target Realisasi apalan awal
s.d TW II s.d TW
II (%)
19 | Nilai Tukar Petani Angka 104,05 109,57 (Juli 105,31 . Sekretariat
2023) Daerah
20 | Indeks Pembangunan Manusia Angka 72,88 NA NA NA Sekretariat
(IPM) Daerah
21 | Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,9 NA NA NA Sekretariat
Daerah
22 | Harapan Lama Sekolah Tahun 12,94 NA NA NA Sekretariat
Daerah
23 | Angka Harapan Hidup Tahun 74,73 NA NA NA Sekretariat
Daerah
24 | Indeks Pembangunan Gender Angka 92,58 NA NA NA Sekretariat
(IPG) Daerah
B | Aspek Pelayanan Umum
URUSAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
1 | Disparitas APK % 8,75 8,67 100,00 . Disdikbud
SMA/SMK/SLB
2 | Persentase Sarpras % 83,95 83,83 99,93 . Disdikbud
SMA/SMK/SLB sesuai standar
3 Rasio Guru terhadap Angka 0,07 0,07 100,00 . Disdikbud
Rombongan Belajar pada
SMA/SMK/SLB
4 | Persentase Guru % 99,5 99,85 100,00 . Disdikbud
SMA/SMK/SLB memenuhi
kualifikasi Akademik
KESEHATAN
5 | Angka Kematian Ibu 100.000/ 100 84,6 118,20 . Dinkes
KH
6 | Angka Kematian Balita 1.000/KH 9,2 8,2 112,20 . Dinkes
7 | Angka Kematian Bayi 1.000/KH 7,8 7,02 111,11 . Dinkes
8 Indeks Keluarga Sehat Angka 0,21 0,26 123,81 . Dinkes
Wilayah Provinsi
9 Persentase fasilitas pelayanan % 69 69,47 100,68 . Dinkes

kesehatan primer dan rujukan
sesuai ketentuan

Perubahan RKPD Tahun 2023 Bab 11- 4




Tahun 2023 Perangkat
Aspek/Fokus/Bid Daerah
spe okus/Bidang .
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan lisasi ;I:‘lngl::at Status Per‘ljangg: ng
Pembangunan Daerah Target Realisasi apaian awa
s.d TW II s.d TW
II (%)
10 | Persentase pelayanan % 100 100 100,00 . Dinkes
kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan atau
berpotensi bencana skala
provinsi
11 Persentase ketercapaian upaya % 60 74,46 124,10 . Dinkes
pencegahan dan pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan
kesehatan jiwa
12 | Persentase ketercapaian upaya % 85,71 82,14 95,83 . Dinkes
pencegahan dan pengendalian
Penyakit Menular
13 | Persentase Capaian SPM di % 84 84,09 100,11 . RSUD Dr.
RSUD Dr. Moewardi Moewardi
14 | Persentase Capaian SPM % 90 92,85 103,17 . RSUD Prof. Dr.
(rumah sakit) di RSUD Prof. Margono
Dr. Margono Soekarjo Soekarjo
15 | Persentase Capaian SPM di % 90 91,11 101,23 . RSUD
RSUD Tugurejo Tugurejo
16 | Persentase Capaian SPM % 87 84,96 97,66 . RSUD Kelet
(rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo
Donorejo
17 | Persentase Capaian SPM di % 100 97,06 97,06 . RSJD Dr.
RSJD Dr. Amino Amino
Gondohutomo Gondohutomo
18 | Persentase Capaian SPM di % 97,33 98,07 100,76 . RSJD
RSJD Surakarta Surakarta
19 | Persentase Capaian SPM di % 97 90 92,78 . RSJD Dr. RM.
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Soedjarwadi
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
20 | Persentase jumlah bantuan % 15,23 14,55 95,54 . BMCK
teknis penyelenggaraan
pembangunan bangunan
gedung milik daerah
21 | Persentase Panjang Jalan % 44,24 43,75 98,89 . BMCK
provinsi sesuai standar jalan
kolektor baik
22 | Persentase akses layak air % 89,65 88,97 99,24 BMCK

minum Jawa Tengah serta
akses sanitasi layak bagi
masyarakat
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No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Satuan

Tahun 2023

Target

Realisasi
s.d TW II

Tingkat
Capaian
s.d TW
II (%)

Status

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

23

Persentase panjang jalan
provinsi kondisi permukaan
dan bangunan pelengkap baik
serta persentase panjang
jembatan kondisi baik

%

92,35

88,4

95,72

BMCK

24

Tingkat pelayanan Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang

%

66,85

66,15

98,95

Pusdataru

25

Persentase Kualitas Sarana
dan Prasarana Sumber Daya
Air

%

54,95

54,62

99,40

Pusdataru

26

Persentase Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang Terhadap
RTR

%

78,75

77,68

98,64

Pusdataru

PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

27

Persentase peningkatan
jumlah Rumah Layak Huni

%

46,7

66,45

142,29

Disperakim

28

Persentase penurunan
kawasan kumuh

%

8,1

15,41

52,56

Disperakim

KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Perakim

29

Persentase penanganan
gangguan tramtibum di Jawa
Tengah

%

100

55

55,00

Satpol PP

30

Persentase kepatuhan hukum,
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat

%

100

47

47,00

Satpol PP

31

Persentase kecukupan
kebutuhan dasar dan
peralatan masyarakat
terdampak yang terpenuhi

%

100

100

100,00

BPBD

32

Persentase penambahan
kapasitas PB diwilayah rawan
bencana

%

12

3,43

28,58

BPBD

33

Persentase penambahan
kapasitas relawan
TRC/pemangku kepentingan
PB

%

6,5

130,00

BPBD

34

Persentase pemulihan pasca
bencana yang terealisasi

%

100

100

100,00

BPBD
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No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Satuan

Tahun 2023

Target

Realisasi
s.d TW II

Tingkat
Capaian
s.d TW
II (%)

Status

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

SOSIAL

35

Persentase penanganan
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)

%

2,37

8,24

347,68

Dinsos

36

Persentase peningkatan
kapasitas bagi Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

%

34,38

34,14

99,30

Dinsos

URUSAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA

37

Persentase pengangguran yang
ditangani

%

28,55

4,38

15,34

Disnakertrans

38

Persentase tenaga kerja yang
ditempatkan

%

71,01

10,73

15,11

Disnakertrans

39

Persentase perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja
yang layak (PP/PKB, LKS
Bipartit, struktur skala upah,
dan terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan)

%

91,67

86,92

94,82

@ <« <«

Disnakertrans

40

Tingkat produktivitas tenaga
kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)

Juta
Rupiah

13,56

24,83

Disnakertrans

41

Persentase Peningkatan tenaga
kerja yang kompeten

%

6,56

80,10

Disnakertrans

42

Persentase penurunan
pelanggaran norma
ketenagakerjaan

%

32,98

39,75

Disnakertrans

43

Persentase kabupaten/kota
yang menyusun Rencana
Tenaga Kerja Daerah

%

57,14

14,29

25,01

Disnakertrans

PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

44

Rasio kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Per
100.000

8,07

2,66

303,38

DP3AKB

45

Persentase Kabupaten/Kota
Menuju Layak Anak

%

100

100

100,00

DP3AKB

46

Persentase implementasi
pengarusutamaan gender
dalam pembangunan di
pemerintah daerah

%

34,3

36,11

105,28

DP3AKB
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Tahun 2023 Perangkat
Aspek/Fokus/Bid Daerah
spe okus/Bidang .
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan lisasi ;I:‘lngl::at Status Per‘ljangg: ng
Pembangunan Daerah Target Realisasi apaian awa
s.d TW II s.d TW
II (%)
47 | Persentase kabupaten/kota % 62,85 82,86 131,84 . DP3AKB
yang menerapkan kebijakan
afirmatif pemenuhan hak anak
48 | Persentase pemerintah daerah % 90 90 100,00 . DP3AKB
yang melaksanakan kebijakan
PUG
49 | Rasio kasus kekerasan Per 8,02 2,49 322,09 . DP3AKB
terhadap perempuan dan anak 100.000
50 | Indeks Pemberdayaan Gender Angka 72,7 NA NA NA DP3AKB
(IDG)
PANGAN
51 | Skor Pola Pangan Harapan Angka 88,8 94,4 106,31 . Dishanpan
(PPH) Konsumsi
52 | Angka Konsumsi Energi Kkal/kapit 2.100 2018 96,10 . Dishanpan
a/hari
PERTANAHAN
53 | Persentase penyediaan tanah % 100 36,65 36,65 I> Disperakim
bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
LINGKUNGAN HIDUP
54 | Indeks Pencemaran Air % 3,45 NA NA NA DISLHK
55 | Indeks Pencemar SO2 dan % 0,2 NA NA NA DISLHK
NO2
ADIMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
56 | Persentase penduduk tertib % 100 100 100 . Dispermasdes
administrasi kependudukan dukcapil
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
57 | Persentase Peningkatan Desa % 68 91,27 134,22 . Dispermasdes
Mandiri dukcapil
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA
58 | Angka Kelahiran Total (Total Angka 2,19 NA NA NA DP3AKB
Fertility Rate/TFR)
59 | Angka pemakaian Angka 65,17 65,46 100,44 . DP3AKB

kontrasepsi/CPR
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Tahun 2023 Perangkat
Aspek/Fokus/Bid Daerah
spe okus/Bidang .
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan lisasi ;I:‘lngl::at Status Per‘ljangg: ng
Pembangunan Daerah Target Realisasi apalan awal
s.d TW II s.d TW
II (%)
60 | Indeks Pembangunan Angka 56,29 NA NA NA DP3AKB
Keluarga
PERHUBUNGAN
61 | Persentase layanan jaringan % 60,38 66,03 109,36 . Dishub
distribusi transportasi
62 | Persentase pemenuhan % 51,45 41,59 80,84 . Dishub
fasilitas keselamatan
transportasi
63 | Persentase operasional % 66,67 46,67 70,00 . Dishub
angkutan umum aglomerasi
yang nyaman dan handal
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
64 | Indeks Domain Tata Kelola Angka 3,95 NA NA NA Diskominfo
SPBE
65 | Indeks Domain Kebijakan Angka 3,65 NA NA NA Diskominfo
Internal SPBE
66 | Indeks Domain Layanan SPBE Angka 4,3 NA NA NA Diskominfo
KOPERASI DAN UKM
67 | Persentase pertumbuhan % 29,68 19,12 64,42 . Dinkop UKM
omzet Koperasi dan UKM Jawa
Tengah
68 | Persentase pertumbuhan % 29,95 26,67 89,05 . Dinkop UKM
tenaga kerja Koperasi dan
UKM Jawa Tengah
PENANAMAN MODAL
69 | Persentase Realisasi PMA dan % 100 NA NA NA DPMPTSP
PMDN
70 | Indeks Kepuasan Masyarakat % 90 NA NA NA DPMPTSP
(IKM)
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
71 | Indeks Pembangunan Pemuda % 55,15 NA NA NA Disporapar
72 | Indeks Pembangunan % 0,65 NA NA NA Disporapar
Keolahragaan
STATISTIK
73 | Laju Pemanfaatan Data % 95,65 90,68 94,80 Diskominfo

Sektoral
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Tahun 2023 Perangkat
Aspek/Fokus/Bid Daerah
spe okus/Bidang .
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan lisasi ;I:‘lngl::at Status Per‘ljangg: ng
Pembangunan Daerah Target Realisasi apalan awal
s.d TW II s.d TW
II (%)
PERSANDIAN
74 | Indeks Keamanan Informasi Level 3 3 100,00 . Diskominfo
(KAMI)
KEBUDAYAAN
75 | Persentase Jenis seni budaya % 6,82 NA NA NA Disdikbud
yang terlayani
PERPUSTAKAAN
76 | Persentase peningkatan % 100 95,88 95,88 . Disarpus
pengunjung perpustakaan
KEARSIPAN
77 | Nilai Pengelolaan Kearsipan Angka 90 91,01 101,12 . Disarpus
LKD Provinsi
URUSAN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
78 | Produksi Perikanan Ton 1.023.928,0 | 382920,06 37,40 . Dislutkan
9
79 | Angka Konsumsi Ikan kg/kapita 37,07 38,83 104,75 . Dislutkan
/tahun
PARIWISATA
80 | Kontribusi PDRB Bidang % 3,25 3,49 107,38 . Disporapar
Pariwisata
PERTANIAN
81 | Persentase peningkatan % 11,6 5,07 43,71 I> Distanbun
produksi tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan
82 | Persentase kenaikan produksi % 4,06 2,25 55,42 . Disnakeswan
daging, susu, telur
KEHUTANAN
83 | Kontribusi subsektor % 0,43 -0,14 -32,56 v DISLHK
Kehutanan terhadap PDRB
84 | Luas Tutupan Lahan (LTV) km? 10.224,57 10224,57 100,00 . DISLHK
85 | Pertumbuhan PDRB Subsektor % 0,47 -0,14 -29,79 v DISLHK

Kehutanan
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Tahun 2023 Perangkat
Aspek/Fokus/Bid Daerah
spe okus/Bidang .
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan lisasi ;I:‘lngl::at Status Per‘ljangg: ng
Pembangunan Daerah Target Realisasi apalan awal
s.d TW II s.d TW
II (%)
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
86 | Persentase izin usaha % 67 82,75 123,51 . DISESDM
pertambangan operasi
produksi melaksanakan good
mining practice (GMP)
87 | Indeks ketersediaan air tanah Angka 2,99 3,56 119,06 . DISESDM
88 | Rasio ketersediaan daya listrik Angka 1 1,7 170,00 . DISESDM
89 | Persentase pemanfaatan % 15,96 15,76 98,75 . DISESDM
energi baru terbarukan dalam
bauran energi
PERDAGANGAN
90 | Persentase Laju Pertumbuhan % 5,9 6,33 107,21 . Disperindag
Sektor Perdagangan
PERINDUSTRIAN
91 | Persentase Laju Pertumbuhan % 5,65 3,83 67,87 . Disperindag
Sektor Industri
TRANSMIGRASI
92 | Persentase penempatan % 3,45 NA NA NA Disnakertrans
transmigran terhadap animo
transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
93 | Persentase Capaian Kinerja % 85 53,89 63,40 . Sekretariat
Perangkat Daerah Daerah
94 | Persentase Kebijakan yang % 80 40 50,00 . Sekretariat
Efektif Daerah
95 | Efektifitas kebijakan % 78 40 51,28 . Sekretariat
perekonomian daerah Daerah
96 | Persentase efektivitas % 96 63 65,63 . Sekretariat
penyelesaian masalah hukum Daerah
97 | Persentase efektivitas produk % 96 50 52,08 . Sekretariat
hukum daerah Daerah
98 | Persentase peningkatan % 45 25 55,56 . Sekretariat
kualitas layanan keagamaan Daerah
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Tahun 2023 Perangkat
Aspek/Fokus/Bid Daerah
spe okus/Bidang .
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan lisasi ;I:‘lngl::at Status Per‘ljangg: ng
Pembangunan Daerah Target Realisasi apalan awal
s.d TW II s.d TW
II (%)

99 | Efektivitas kebijakan bidang % 90 51 56,67 . Sekretariat
pemerintahan, otonomi daerah Daerah
dan kerjasama daerah

100 | Ketercapaian laba BUMD % 75 98,17 130,89 . Sekretariat

Daerah

101 | Persentase capaian kinerja % 82 70 85,37 . Sekretariat
sasaran perangkat daerah Daerah
bidang SDA

102 | Persentase capaian kinerja % 90 45 50,00 . Sekretariat
sasaran perangkat daerah Daerah
bidang kesejahteraan rakyat

103 | Efektivitas pelaksanaan % 89 95,44 107,24 . Sekretariat
pembangunan daerah Daerah

104 | Efektivitas Pelayanan % 90 74,5 82,78 . Sekretariat
Pengadaan Barang/ Jasa Daerah

105 | Persentase OPD yang predikat % 85,37 NA NA NA Sekretariat
SAKIP nya A keatas Daerah

106 | Persentase OPD dengan Nilai % 87,76 NA NA NA Sekretariat
PMPRB nya B keatas Daerah

107 | Persentase OPD dengan Nilai % 85,37 NA NA NA Sekretariat
Kematangan Organisasi dalam Daerah
ketegori minimal sedang

108 | Nilai IKM layanan Biro Umum % 78,5 82,75 105,41 . Sekretariat

Daerah
SEKRETARIAT DPRD

109 | Indeks Kepuasan Atas % 89 NA NA NA Sekretariat
Layanan Pendukung DPRD
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD Provinsi Jawa
Tengah.

UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
PERENCANAAN

110 | Persentase perencanaan % 90 50 55,56 . BAPPEDA
pembangunan yang
berkualitas
KEUANGAN

111 | Persentase peningkatan pajak % 3,58 1,63 45,53 BPKAD

daerah
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No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Satuan

Tahun 2023

Target

Realisasi
s.d TW II

Tingkat
Capaian
s.d TW
II (%)

Status

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

112

Persentase peningkatan
penerimaan Retribusi daerah
dan Pendapatan lain yang sah

%

6,79

3,98

58,62

BPKAD

113

Persentase Tata Kelola
Keuangan Pemerintah Daerah
sesuai kaidah perundangan

%

100

100

100,00

BPKAD

114

Persentase tata kelola barang
milik daerah sesuai kaidah
perundangan

%

72,5

65,32

90,10

BPKAD

KEPEGAWAIAN

115

Persentase distribusi
penempatan PNS dalam
Jabatan

%

100

100

100,00

BKD

116

Persentase pengembangan
layanan kepegawaian yang
cepat dan terintegrasi

%

100

100

100,00

BKD

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

117

Persentase ASN yang
tersertifikasi kompetensi

%

36,26

39,12

107,89

BPSDMD

118

Persentase ASN yang
ditingkatkan kompetensinya

%

30

60,81

202,70

BPSDMD

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

119

Indeks Inovasi Daerah

Nilai

71

NA

NA

NA

BAPPEDA

120

Indeks Daya Saing Daerah

Nilai

4,2

NA

NA

NA

BAPPEDA

PENGELOLAAN
PENGHUBUNG

121

Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat

%

85

85,75

100,88

BANHUB

UNSUR PENGAWASAN
URUSAN PEMERINTAHAN

122

Level Kapabilitas APIP

Level

NA

NA

NA

Inspektorat

123

Nilai Maturitas SPIP

Nilai

NA

NA

NA

Inspektorat

UNSUR PEMERINTAHAN
UMUM

124

Indeks Ketahanan
EKSOSBUDHANKAM Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik

Nilai

2,97

94,29

BAKESBANGP
OLINMAS
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Tahun 2023 Perangkat
Aspek/Fokus/Bid Daerah
spe okus/Bidang .
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan lisasi ;I:‘lngl::at Status Per‘ljangg: ng
Pembangunan Daerah Target Realisasi apalan awal
s.d TW II s.d TW
II (%)

125 | Indeks Ketahanan IDEPOL Nilai 3,35 3,63 108,36 . BAKESBANGP
Bidang Kesatuan Bangsa dan OLINMAS
Politik

C | Aspek Daya Saing
1 Persentase penurunan konflik % 15 NA NA NA Sekretariat
SARA Daerah
2 Indeks Toleransi Angka 76,6 NA NA NA Sekretariat
Daerah
3 Persentase tindak pidana yang % 90 NA NA NA Sekretariat
tertangani Daerah
4 Indeks Reformasi Birokrasi Angka 80 NA NA NA Sekretariat
Daerah
5 Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 88 NA NA NA Sekretariat
Daerah
6 | Indeks Sistem Pemerintahan Angka 3,33 NA NA NA Sekretariat
Berbasis Elektronik (SPBE) Daerah
7 Nilai SAKIP Angka 85 NA NA NA Sekretariat
Daerah
8 Indeks Persepsi Anti Korupsi Angka 3,5 NA NA NA Sekretariat
Daerah
9 Opini BPK Opini WTP NA NA NA Sekretariat
Daerah

10 | Nilai Kematangan Organisasi Angka 39 NA NA NA Sekretariat
Daerah Daerah

11 | Indeks Sistem Merit Angka 0,82 0,82 100 . Sekretariat

Daerah

12 | Indeks Kualitas Lingkungan Angka 67,57 NA NA NA Sekretariat
Hidup (IKLH) Daerah

13 | Indeks Kualitas Air Angka 50,65 NA NA NA Sekretariat

Daerah

14 | Indeks Kualitas Udara Angka 85 NA NA NA Sekretariat

Daerah

15 | Indeks Kualitas Tutupan Angka 42,45 NA NA NA Sekretariat
Lahan Daerah

16 | Indeks Ketahanan Daerah Angka 3,6 3,65 101,39 . Sekretariat
dalam Penanggulangan Daerah

Bencana

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

. : Tercapai = 50% D

:Akan Tercapai >25%

-<=50%

v :Perlu Upaya Keras <=25%

NA : Data Belum

Tersedia
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Capaian indikator kinerja daerah ditunjukan dengan indikator yang
berjumlah 165 indikator yang terbagi dalam 3 aspek yaitu Aspek Kesejahteraan
Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Tingkat ketercapaian
pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat ditunjukan dengan 24 indikator kinerja
dengan status ketercapaian lebih besar atau sama dengan 50% sebanyak 12
indikator dan 12 indikator data belum tersedia, sedangkan pada Aspek Pelayanan
Umum terdpat 125 indikator dengan tingkat ketercapaian lebih besar atau sama
dengan 50% sebanyak 90 indikator, tingkat ketercapaian >25% - < 50% sebanyak
9 indikator , tingkat ketercapaian <25% sebanyak 5 indikator yang dikarenakan
masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan dan belum dilakukan
pengukuran serta 21 indikator belum data belum rilis. Untuk Aspek Daya Saing
ditunjukan dengan 16 indikator dengan tingkat ketercapaian 250% sebanyak 2
indikator dan 14 indikator belum rilis data. Pada indikator yang berstatus NA
dikarenakan indikator-indikator tersebut dilakukan pengukuran di Triwulan 4.

2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Urusan Pendidikan
Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Tahun 2023
Program k Perangkat
Tingkat
Prioritas Indikator Satuan . il c g . Status Daerah
Pembangunan Target Realisasi apaian Penanggung
s.d TW II s.d TW Jawab
I (%)
PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
APK SMA % 28,36 27,89 98,34 ‘ Bidang
Pembinaan
SMA
Persentase prasarana % 73,61 72,75 98,83 ‘ Bidang
sarana SMA sesuai Pembinaan
standar SMA
Prosentase % 10,42 2,50 23,99 v Bidang
keikutsertaan Pembinaan
peserta didik SMA SMA
dalam even lomba
nasional yang
berjenjang
APK SMK % 49,46 52,59 106,33 ‘ Bidang
Pembinaan
SMK
Persentase prasarana % 88,98 87,83 98,71 ‘ Bidang
sarana SMK sesuai Pembinaan
standar SMK
Prosentase % 23,47 0,00 0,00 v Bidang
keikutsertaan Pembinaan
peserta didik SMK SMK
dalam even lomba
nasional yang
berjenjang
APK SLB % 70 89,16 127,37 ‘ Bidang
Pembinaan
Diksus
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Tahun 2023

Program Tinekat Perangkat
Prioritas Indikator Satuan . . ng . a Status Daerah
Pembangunan Target Realisasi | Capaian Penanggung
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
Persentase prasarana % 87,87 87,32 99,37 . Bidang
sarana SLB sesuai Pembinaan
standar Diksus
Prosentase % 26,15 0,00 0,00 v Bidang
keikutsertaan Pembinaan
peserta didik SLB Diksus
dalam even lomba
nasional yang
berjenjang
Persentase guru SMA % 99,99 99,93 99,94 . Bidang
memenuhi Ketenagaan
kualifikasi akademik Dikbud
Persentase guru SMK % 99,96 99,89 99,93 . Bidang
memenuhi Ketenagaan
kualifikasi akademik Dikbud
Persentase guru SLB % 100 99,62 99,62 ‘ Bidang
memenuhi Ketenagaan
kualifikasi akademik Dikbud
Persentase SMA % 86 97,02 112,81 ‘ Balai
Memanfaatkan Pengembang
sumber belajar an Teknologi
berbasis IT Informasi
dan
Komunikasi
Pendidikan
Dan
Kebudayaan
Kelas A
Persentase SMK % 76,64 90,75 118,41 . Balai
Memanfaatkan Pengembang
sumber belajar an Teknologi
berbasis IT Informasi
dan
Komunikasi
Pendidikan
Dan
Kebudayaan
Kelas A
APK SMA Cabdin I % 39,46 39,46 100,00 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
I
APK SMK Cabdin I % 49,88 50,29 100,82 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
I
APK SLB Cabdin I % 170,1 150,43 88,44 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
I
Persentase prasarana % 81,39 76,61 94,13 . CABANG
sarana SMA sesuai DINAS
standar Cabdin I PENDIDIKAN
I
Prosentase % 1,15 1,15 100,00 . CABANG
keikutsertaan DINAS
peserta didik SLB PENDIDIKAN
dalam even lomba I
nasional yang
berjenjang Cabdin I
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Tahun 2023

Program Tinekat Perangkat
Prioritas Indikator Satuan . . ng . a Status Daerah
Pembangunan Target Realisasi | Capaian Penanggung
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)

Prosentase % 4,2 4,2 100,00 . CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMK PENDIDIKAN

dalam even lomba 1

nasional yang

berjenjang Cabdin I

Prosentase % 3,36 336 100,00 . CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMA PENDIDIKAN

dalam even lomba I

nasional yang

berjenjang Cabdin I

Persentase prasarana % 75,15 73,5 97,80 . CABANG

sarana SMA Cabdin DINAS

II sesuai standar PENDIDIKAN
1I

Persentase prasarana % 88,5 88 99,44 . CABANG

sarana SMK Cabdin DINAS

II sesuai standar PENDIDIKAN
11

APK SMA Cabdin II % 31,93 31,93 100,00 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
II

APK SMK Cabdin II % 39,51 39,51 100,00 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
II

APK SLB Cabdin 1I % 60 45,5 75,83 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
11

Prosentase % 0,95 0,67 70,53 . CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMK PENDIDIKAN

dalam even lomba 1I

nasional yang

berjenjang Cabdin

Prosentase % 1,54 0,89 57,79 . CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SLB PENDIDIKAN

dalam even lomba 1I

nasional yang

berjenjang Cabdin II

Prosentase % 0,86 0,86 100,00 . CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMA PENDIDIKAN

dalam even lomba 1I

nasional yang

berjenjang Cabdin II

APK SMA Cabdin III % 31,62 28,8 91,08 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
III

APK SMK CAbdin III % 4491 44,92 100,02 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
III

APK SLB Cabdin III % 72,33 123,45 170,68 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
111
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Tahun 2023

Program Tinekat Perangkat
Prioritas Indikator Satuan . . ng . a Status Daerah
Pembangunan Target Realisasi | Capaian Penanggung
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)

Persentase prasarana % 90,19 90,13 99,93 . CABANG

sarana SMK sesuai DINAS

standar Cabdin III PENDIDIKAN
111

Prosentase % 3,24 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMK PENDIDIKAN

dalam even lomba 111

nasional yang

berjenjang Cabdin III

Prosentase % 0,26 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMA PENDIDIKAN

dalam even lomba 111

nasional yang

berjenjang Cabdin III

Prosentase % 1,92 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SLB PENDIDIKAN

dalam even lomba 111

nasional yang

berjenjang Cabdin III

APK SMA Cabdin IV % 25,72 25,54 99,30 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
v

APK SMK Cabdin IV % 44,88 45,16 100,62 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
v

APK SLB Cabdin IV % 64,11 1139,76 1777,82 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
v

Persentase prasarana % 71,45 75,29 105,37 . CABANG

sarana SMA sesuai DINAS

standar Cabdin IV PENDIDIKAN
v

Persentase prasarana % 85,87 45,81 53,35 . CABANG

sarana SMK sesuai DINAS

standar Cabdin IV PENDIDIKAN
v

Prosentase % 0,57 0,54 94,74 . CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMK PENDIDIKAN

dalam even lomba v

nasional yang

berjenjang Cabdin IV

Prosentase % 0,34 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMA PENDIDIKAN

dalam even lomba v

nasional yang

berjenjang Cabdin IV

Prosentase % 1,15 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SLB PENDIDIKAN

dalam even lomba v

nasional yang

berjenjang Cabdin IV

APK SMA Cabdin V % 35,36 35,07 99,18 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
A\
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Tahun 2023

Program Tinchat Perangkat
Prioritas Indikator Satuan . . ng . a Status Daerah
Pembangunan Target Realisasi | Capaian Penanggung
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)

APK SMK Cabdin V % 59,24 56,1 94,70 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
A\

APK SLB Cabdin V % 120,1 117,06 97,47 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
Vv

Persentase prasarana % 50,21 48,22 96,04 . CABANG

sarana SMA sesuai DINAS

standar Cabdin V PENDIDIKAN
A\

Persentase prasarana % 77,27 76,78 99,37 . CABANG

sarana SMK sesuai DINAS

standar Cabdin V PENDIDIKAN
Vv

Prosentase % 1,72 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMK PENDIDIKAN

dalam even lomba \Y%

nasional yang

berjenjang Cabdin V

Prosentase % 0,52 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMA PENDIDIKAN

dalam even lomba \Y%

nasional yang

berjenjang Cabdin V

Prosentase % 1,54 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SLB PENDIDIKAN

dalam even lomba \Y%

nasional yang

berjenjang Cabdin V

APK SMA Cabdin VI % 26,04 25,98 99,77 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
VI

APK SMK Cabdin VI % 56,24 52,25 92,91 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
VI

APK SLB Cabdin VI % 112,01 73,33 65,47 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
VI

Persentase prasarana % 77 76,87 99,83 . CABANG

sarana SMA sesuai DINAS

standar Cabdin VI PENDIDIKAN
VI

Persentase prasarana % 90,09 89,55 99,40 . CABANG

sarana SMK sesuai DINAS

standar Cabdin VI PENDIDIKAN
VI

Prosentase % 1,34 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMK PENDIDIKAN

dalam even lomba VI

nasional yang

berjenjang Cabdin VI
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Tahun 2023

Program Tinekat Perangkat
Prioritas Indikator Satuan . . ng . a Status Daerah
Pembangunan Target Realisasi | Capaian Penanggung
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)

Prosentase % 0,34 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMA PENDIDIKAN

dalam even lomba VI

nasional yang

berjenjang Cabdin VI

Prosentase % 1,54 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SLB PENDIDIKAN

dalam even lomba VI

nasional yang

berjenjang Cabdin VI

APK SMA Cabdin VII % 51,79 53,56 103,42 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
VII

APK SMK Cabdin VII % 66,71 63,77 95,59 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
VII

APK SLB Cabdin VII % 190,2 68,22 35,87 |> CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
VII

Prosentase % 2,48 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMK PENDIDIKAN

dalam even lomba VII

nasional yang

berjenjang Cabdin

VII

Prosentase % 1,12 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMA PENDIDIKAN

dalam even lomba VII

nasional yang

berjenjang Cabdin

VII

Prosentase % 4,62 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SLB PENDIDIKAN

dalam even lomba VII

nasional yang

berjenjang Cabdin

VII

APK SMA Cabdin VIII % 30,82 29,71 96,40 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
VIII

APK SMK Cabdin VIII % 52,33 50,56 96,62 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
VIII

APK SLB Cabdin VIII % 70,09 67,26 95,96 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
VIII

Persentase prasarana % 89,1 88,95 99,83 . CABANG

sarana SMK sesuai DINAS

standar Cabdin VIII PENDIDIKAN
VIII
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Tahun 2023

Program Tinchat Perangkat
Prioritas Indikator Satuan . . ng . a Status Daerah
Pembangunan Target Realisasi | Capaian Penanggung
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)

Prosentase % 2,48 1,14 45,97 I> CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMK PENDIDIKAN

dalam even lomba VIII

nasional yang

berjenjang Cabdin

VIII

Prosentase % 0,86 0,86 100,00 . CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMA PENDIDIKAN

dalam even lomba VIII

nasional yang

berjenjang Cabdin

VIII

Prosentase % 3,85 1,9 49,35 D CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SLB PENDIDIKAN

dalam even lomba VIII

nasional yang

berjenjang Cabdin

VIII

APK SMA Cabdin IX % 23,17 23,17 100,00 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
X

APK SMK Cabdin IX % 50,25 50,25 100,00 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
X

APK SLB Cabdin IX % 66,26 66,26 100,00 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
IX

Persentase prasarana % 78,72 77,95 99,02 . CABANG

sarana SMA sesuai DINAS

standar Cabdin IX PENDIDIKAN
IX

Persentase prasarana % 90,76 89,05 98,12 . CABANG

sarana SMK sesuai DINAS

standar Cabdin IX PENDIDIKAN
X

Persentase prasarana % 81,65 80,91 99,09 . CABANG

sarana SLB sesuai DINAS

standar Cabdin IX PENDIDIKAN
X

Prosentase % 1,53 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMK PENDIDIKAN

dalam even lomba IX

nasional yang

berjenjang Cabdin IX

Prosentase % 0,6 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMA PENDIDIKAN

dalam even lomba X

nasional yang

berjenjang Cabdin IX
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Tahun 2023

Program Tinchat Perangkat
Prioritas Indikator Satuan . . ng . a Status Daerah
Pembangunan Target Realisasi | Capaian Penanggung
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)

Prosentase % 3,08 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SLB PENDIDIKAN

dalam even lomba IX

nasional yang

berjenjang Cabdin IX

APK SMA Cabdin X % 24,83 23,64 95,21 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
X

APK SMK Cabdin X % 56,97 53,97 94,73 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
X

APK SLB Cabdin X % 50,11 67,98 135,66 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
X

Persentase prasarana % 98 88,94 90,76 . CABANG

sarana SMK sesuai DINAS

standar Cabdin X PENDIDIKAN
X

Prosentase % 1,34 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMK PENDIDIKAN

dalam even lomba X

nasional yang

berjenjang Cabdin X

Prosentase % 0,6 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMA PENDIDIKAN

dalam even lomba X

nasional yang

berjenjang Cabdin X

Prosentase % 1,54 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SLB PENDIDIKAN

dalam even lomba X

nasional yang

berjenjang Cabdin X

APK SMA Cabdin XI % 30,71 30,29 98,63 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
XI

APK SMK Cabdin XI % 54,12 55,74 102,99 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
XI

APK SLB Cabdin XI % 30,21 60,71 200,96 . CABANG
DINAS
PENDIDIKAN
XI

Persentase prasarana % 90,02 90,01 99,99 . CABANG

sarana SMK sesuai DINAS

standar Cabdin XI PENDIDIKAN
XI

Prosentase % 1,53 0 0,00 v CABANG

keikutsertaan DINAS

peserta didik SMK PENDIDIKAN

dalam even lomba XI

nasional yang

berjenjang Cabdin XI
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Tahun 2023

Program Tinekat Perangkat
Prioritas Indikator Satuan . . ng . a Status Daerah
Pembangun